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Abstrak: Artikel ini menyajikan sebuah telaah kritis terhadap 

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2024 

tentang Kurikulum Muatan Lokal. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data dianalisis 

secara kualitatif menggunakan Analisis Wacana Kritis Fairclough.   

Temuan penelitian ini menyoroti adanya ketimpangan kekuasaan 

simbolik dan struktural yang tertanam dalam teks kebijakan, serta 

memperlihatkan bagaimana kebijakan bahasa dapat berfungsi 

sebagai instrumen marginalisasi sosiolinguistik. Artikel ini ditutup 

dengan seruan untuk melakukan reorientasi paradigma dalam 

pengembangan kurikulum lokal yang berpusat pada prinsip 

inklusivitas, berbasis komunitas, serta mengintegrasikan 

pendekatan pendidikan multibahasa yang menjadikan 

keberagaman linguistik sebagai sumber daya pedagogis sekaligus 

budaya. 
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Pendidikan 

INTRODUCTION 

Muatan lokal telah lama menjadi strategi kebijakan pendidikan dalam mengakui, 

merawat, dan merevitalisasi nilai-nilai budaya, bahasa daerah, serta kearifan lokal. Di 

wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), yang secara geografis, kultural, dan 

linguistik sangat beragam kebijakan ini menjadi semakin signifikan. Melalui muatan 

lokal, pendidikan diharapkan tidak hanya menjadi saluran pewarisan budaya, tetapi 

juga ruang emansipasi identitas lokal yang setara dalam sistem nasional (Langkameng 

& Latupeirissa, 2020). Namun, kebijakan terbaru seperti Peraturan Gubernur NTT 

Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kurikulum Muatan Lokal, menunjukkan bahwa 

semangat inklusivitas belum menjadi prinsip utama, baik dari segi linguistik maupun 

pedagogis. 

Dalam konteks ini, penting untuk menelaah bagaimana kebijakan tersebut 

membingkai bahasa dan budaya lokal: apakah hanya sebagai simbol warisan budaya, 

atau benar-benar ditempatkan sebagai alat pedagogis yang hidup dan berdaya? 

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa bahasa dan budaya dalam kebijakan 

pendidikan sering kali mengalami proses instrumentalisasi, di mana unsur lokal 

dijadikan elemen dekoratif tanpa memperkuat posisi epistemologis dan pedagogisnya 

secara nyata (Awe & Ende, 2019; Fajri et al., 2024; Hadi & Kusumaningrum, 2023; 

Lehan et al., 2024; Marwanti & Sumilah, 2022; Rahmat & Kurniadi, 2020; Sae et al., 

2024; Sari et al., 2017; Windiyani et al., 2025; Yastini et al., 2024; Zakiah, 2024)  
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Lebih dari itu, pendekatan terhadap pendidikan inklusif dalam kebijakan ini juga 

masih bersifat sempit. Inklusivitas seharusnya tidak hanya menyasar peserta didik 

dengan kebutuhan khusus secara fisik atau mental, tetapi juga mereka yang 

menghadapi hambatan kultural dan linguistik (Safrizal et al., 2022). Namun, dalam 

teks kebijakan, belum terlihat adanya strategi pedagogis yang secara eksplisit 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dari latar belakang bahasa ibu yang 

berbeda. 

Penelitian ini berupaya menelaah dimensi wacana yang melekat dalam regulasi 

tersebut dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) melalui pendekatan tiga 

dimensi yang dikembangkan oleh Fairclough, yakni: (1) analisis teks, (2) praktik 

diskursif, dan (3) praktik sosial (Fairclough, 2013b). Pendekatan ini dipilih untuk 

mengungkap bagaimana struktur kebijakan mengonstruksi makna, siapa yang diberi 

suara dan siapa yang diredam, serta bagaimana relasi kuasa bahasa beroperasi dalam 

narasi kebijakan lokal. Sebagaimana ditunjukkan oleh studi-studi kontemporer, seperti 

Handayani (2025) dan Ali & Hermansyah, N.D. (2024), kebijakan pendidikan perlu 

ditinjau secara kritis sebagai produk sosial-politik yang tak lepas dari ideologi, relasi 

kuasa, dan dinamika representasi. 

Melalui analisis ini, penelitian ini mendorong perlunya pergeseran paradigma 

dalam pengembangan kurikulum muatan lokal; dari sekadar pelestarian simbolik 

menuju pendekatan multibahasa, inklusif, dan berbasis komunitas, yang memosisikan 

keberagaman sebagai kekuatan pedagogis dan sumber daya budaya yang sah. 

Untuk memahami lanskap penelitian dan tren terkini, studi ini menggunakan 

proses seleksi literature ilmiah yang bersumber dari database Dimension IA dan 

software Vosviewer. Prosedur ini dijalankan secara sistematis dengan menggunakan 

kombinasi kata kunci utama, yakni “kebijakan pendidikan”, “wacana inklusi”, budaya 

lokal”, dan “analisis wacana kritis”. Dari hasil pencarian diperoleh sebanyak 75 artikel 

yang dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional. Selanjutnya dilakukan seleksi 

berdasarkan batasan tahun publikasi (2020-2025), jenis publikasi (artikel), journal list, 

dan open access. Hasil dari seleksi ini menyisakan 15 artikel artikel yang secara 

tematik dan metodologis sangat relevan dengan fokus penelitian ini.  

Data bibliografis artikel dari Dimension AI tersebut diekspor ke dalam format 

RIS dan selanjutnya diimpor ke VOSviewer. Hasil analisis VOSviewer ditampilkan 

dalam tiga bentuk visualisasi yang saling melengkapi, yakni network visualization, 

overlay visualization, dan density visualization, yang masing-masing menawarkan 

sudut pandang interpretatif yang berbeda dalam memahami wacana inklusivitas 

peraturan Gubernur NTT No. 25/2024 tentang kurikulum muatan lokal. 

 
Gambar 1. Network Visialization 
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Network visualization ini menunjukkan bahwa wacana dominan dalam literatur 

kebijakan pendidikan di Indonesia masih terfokus pada isu-isu struktural dan makro 

seperti education, government, dan policy (klaster merah), serta pendekatan akademik-

teoritis yang menekankan analisis data dan diskursus (klaster hijau). Sementara itu, 

nilai-nilai budaya lokal, keberagaman bahasa, dan pendekatan berbasis komunitas 

terlihat tidak menonjol atau terpinggirkan dalam peta visual ini—tidak muncul sebagai 

simpul utama dalam jaringan atau tidak memiliki konektivitas yang kuat. 

Ketidakhadiran kata kunci seperti culture, local language, atau traditional 

knowledge dalam simpul utama menunjukkan lemahnya integrasi dimensi kultural 

linguistik dalam narasi kebijakan pendidikan nasional. Ini menjadi indikasi adanya gap 

epistemologis dan praksis, di mana narasi kebijakan belum sepenuhnya 

merepresentasikan keberagaman sosial dan kultural masyarakat Indonesia, khususnya 

di wilayah-wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Penelitian ini hadir untuk menjembatani kekosongan tersebut dengan 

menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK). Melalui pendekatan ini, 

akan dikaji bagaimana kebijakan seperti Pergub NTT No. 25 Tahun 2024 membingkai 

identitas lokal—apakah hanya sebatas simbol representatif, atau benar-benar dijadikan 

kekuatan epistemik dan pedagogis dalam sistem pendidikan. Dengan begitu, 

pendekatan ini tidak hanya membaca teks kebijakan, tetapi juga menggugat cara 

pandang dominan yang cenderung homogen dan mengabaikan kekayaan budaya lokal. 

 
Gambar 2. Overlay Visialization 

Visualisasi overlay ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa narasi kebijakan 

pendidikan di Indonesia dalam literatur akademik masih dominan pada isu-isu 

struktural seperti education, government, dan policy yang berkembang kuat sejak 

2020. Namun, dimensi lokal seperti culture, local language, dan indigenous 

knowledge tetap tidak muncul sebagai topik dominan. 

Menariknya, dalam dua tahun terakhir (ditandai warna kuning), terdapat 

peningkatan perhatian pada isu-isu seperti discourse, inclusion, exclusion, dan gender 

(woman). Hal ini menunjukkan adanya potensi pergeseran dari paradigma struktural 

menuju pendekatan yang lebih kritis, interseksional, dan inklusif. Namun, pergeseran 

ini masih terbatas pada tingkat wacana dan belum terlihat kuat dalam integrasi nilai 

budaya dan bahasa lokal ke dalam kebijakan pendidikan. 

Penelitian ini merespons celah tersebut dengan mengadopsi Analisis Wacana 

Kritis (AWK) untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi seperti Pergub NTT No. 25 
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Tahun 2024 membingkai identitas lokal. Fokusnya adalah melihat apakah representasi 

budaya lokal dalam kebijakan tersebut hanya bersifat simbolik, ataukah telah 

diintegrasikan secara substansial dalam praktik pedagogis. 

 
Gambar 3. Density Visialization 

Visualisasi density map dari analisis bibliometrik ini menggambarkan intensitas 

frekuensi kemunculan kata kunci dalam literatur kebijakan pendidikan di Indonesia. 

Warna kuning terang menandakan tingkat kepadatan yang tinggi (frekuensi 

kemunculan kata yang sering), sedangkan warna hijau, biru, hingga biru gelap 

menunjukkan frekuensi yang lebih rendah. 

Hasil dari visualisasi ini menunjukkan bahwa kata kunci seperti “education”, 

“research”, “study”, “data”, dan “analysis” berada pada zona kuning terang, 

menandakan bahwa topik-topik ini menjadi pusat perhatian dan mendominasi literatur 

selama beberapa tahun terakhir. Dominasi ini mencerminkan bahwa pendekatan 

akademik terhadap kebijakan pendidikan masih sangat berorientasi pada isu-isu 

makro, teknokratis, dan formalistik. Sebaliknya, istilah seperti “discourse”, 

“inclusion”, “exclusion”, “community”, “theory”, hingga “Theo van Leeuwen” hanya 

muncul pada area berwarna hijau hingga kebiruan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendekatan kritis, teoritis, dan berbasis keberagaman sosial belum mendapat perhatian 

yang setara dalam arus utama riset kebijakan pendidikan. 

Lebih jauh lagi, tidak tampaknya kata kunci seperti culture, cultural policy, local 

language, atau indigenous knowledge di dalam visualisasi ini menunjukkan bahwa 

dimensi budaya lokal dan nilai-nilai kearifan komunitas, terutama dari wilayah 3T 

seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), belum terintegrasi dalam wacana dominan 

kebijakan pendidikan nasional. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan studi pustaka yang bersifat kualitatif dengan 

pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Model ini 

menekankan tiga dimensi utama analisis, yaitu: (1) analisis teks, untuk mengkaji 

pilihan bahasa, struktur kalimat, dan representasi dalam dokumen kebijakan; (2) 

praktik wacana, yang mencakup proses produksi dan konsumsi teks serta bagaimana 

teks beredar dan dipahami dalam konteks institusional; dan (3) praktik sosial, untuk 
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mengungkap relasi kekuasaan, ideologi, serta konteks sosial yang membentuk dan 

dibentuk oleh wacana kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap 

dimensi tersembunyi dari bahasa kebijakan yang sering kali tidak netral, terutama 

dalam isu inklusi linguistik dan pendidikan adaptif di wilayah tertinggal (Bogdan & 

Biklen, 2016; Moleong, 2016; Pahleviannur et al., 2022; Sholihah et al., 2023; 

Sugiyono, 2016; Wasil, 2022; Yufrinalis & Fil, N.D.). 

Tahapan penelitian dimulai dengan identifikasi isu dan rumusan masalah 

berdasarkan studi awal terhadap kebijakan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Data 

utama berasal dari dokumen resmi Peraturan Gubernur NTT Nomor 25 Tahun 2024 

tentang penyelenggaraan pendidikan. Analisis dilakukan dengan menelaah struktur 

wacana, representasi aktor, serta eksplorasi absennya narasi inklusi dan keragaman 

linguistik. Literatur pendukung berupa artikel ilmiah, jurnal, buku, dan hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan digunakan untuk memperkuat interpretasi data. Karena 

penelitian ini bersifat pustaka, unit analisis bukan berupa responden atau lokasi fisik, 

melainkan korpus teks kebijakan dan literatur ilmiah yang relevan dengan tema 

analisis. Strategi analisis bersifat deduktif-tematik dan mengikuti prinsip-prinsip 

analitik kritis khas model Fairclough. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Tabel 1. Hasil penelitian 
Temuan Deskripsi implikasi 

Narasi Pelestarian 

Budaya Deklaratif 

Dokumen menekankan pelestarian 

budaya lokal dalam "Menimbang", 

namun tanpa mekanisme 

operasional yang responsif 

terhadap konteks sosial. 

Menimbulkan kesenjangan antara 

kebijakan dan praktik. Budaya lokal 

tidak menjadi landasan pedagogis yang 

aktif. 

Minimnya Wacana 

Inklusivitas Linguistik 

Tidak ada pengakuan terhadap 

peserta didik dari latar belakang 

bahasa ibu non-Indonesia. 

Potensi diskriminasi linguistik dan 

rendahnya partisipasi belajar siswa 

non-dominan. 

Ketiadaan Diferensiasi 

Adaptif untuk SLB 

Tidak ditemukan ketentuan adaptif 

bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus dalam muatan lokal. 

SLB berisiko tidak mendapatkan 

layanan kurikulum yang sesuai 

kebutuhan mereka. 

Representasi Aktor 

Lokal yang Terbatas 

Masyarakat hanya dilibatkan 

sebagai pelaksana teknis (Pasal 11), 

bukan pembentuk kurikulum. 

Kehilangan otentisitas budaya lokal 

dan rendahnya rasa memiliki dalam 

kurikulum. 

Model Integrasi yang 

Elitis dan Teknis 

Integrasi muatan lokal terbatas 

pada tiga bentuk standar (Pasal 6–

7), tanpa fleksibilitas lokal. 

Kurikulum lokal menjadi administratif, 

bukan inovatif. Sekolah tidak berdaya 

merancang pembelajaran kontekstual. 

Pembahasan 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan kerangka AWK dari Norman 

Fairclough yang terdiri atas tiga dimensi utama: analisis teks, praktik wacana, dan 

praktik sosial. Ketiga dimensi ini membentuk pendekatan terpadu untuk mengungkap 

bagaimana bahasa membentuk, mereproduksi, dan mempertahankan relasi kekuasaan 

dan ideologi dalam kebijakan pendidikan. Fairclough (2013)  menjelaskan bahwa teks 

kebijakan bukanlah dokumen netral, melainkan arena reproduksi kekuasaan yang 
sering kali menyembunyikan ketimpangan melalui bahasa yang tampak objektif. 
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Analisis Teks: Representasi Bahasa, Budaya, dan Struktur Wacana 

Pada dimensi analisis teks, fokus diarahkan pada pemilihan kosakata, struktur 

kalimat, dan pola naratif dalam dokumen kebijakan. Fairclough (2013a) menekankan 

bahwa setiap pilihan linguistik mencerminkan ideologi tertentu; apa yang ditampilkan, 

disembunyikan, dan ditekankan memiliki makna sosial-politik. 

Pasal 2 Ayat (2) huruf a Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk: 

mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial dan budaya serta 

semangat kedaerahan 

Kata kerja “mengenal” dan “mencintai” menunjukkan narasi budaya sebagai 

objek emosional dan simbolik. Tidak ada diksi seperti “menggunakan”, 

“menginternalisasi”, atau “mengembangkan secara mandiri.” Ini mengindikasikan 

bahwa kebijakan tidak memperlakukan budaya sebagai alat berpikir atau landasan 

pedagogis, melainkan sebagai bahan hafalan. Dalam hal ini, teks tidak memberi ruang 

kepada budaya lokal sebagai basis epistemologis atau metodologis dalam pendidikan. 

 
Pasal 5 Ayat (1) Bentuk Muatan Lokal meliputi: a. bahasa daerah; b. adat 

istiadat/kebiasaan/kearifan lokal 

Penyebutan "bahasa daerah" dalam daftar isi muatan lokal tidak disertai dengan 

posisi bahasa sebagai media instruksional. Ini mencerminkan dominasi paradigma 

“bahasa sebagai konten” daripada “bahasa sebagai medium pembelajaran.” Secara 

wacana, ini menunjukkan representasi simbolik, bukan fungsional. 

Pasal 3 Ayat (2) huruf a “...dapat ditambahkan dengan cara: a. diintegrasikan ke dalam mata 

pelajaran lain.” 

Integrasi budaya lokal dilakukan dengan pendekatan asimilatif, bukan berbasis 

kurikulum sendiri. Hal ini menunjukkan subordinasi muatan lokal terhadap struktur 

pembelajaran umum nasional. 

BAB III “Pelaksanaan 
pembelajaran” 

“...dapat ditambahkan dengan cara: a. diintegrasikan ke dalam 
mata pelajaran lain.” 

Seluruh struktur Bab ini tidak menyebut pendekatan kontekstual, multibahasa, 

atau berbasis komunitas. Penggunaan istilah birokratik dan netral menunjukkan 

teknokratisasi pelaksanaan, tanpa narasi fleksibilitas pedagogi. 

Praktik Wacana: Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Teks 

Dimensi praktik wacana dalam model Fairclough mengacu pada konteks 

produksi dan konsumsi teks: siapa yang membuat kebijakan, siapa yang diberi suara, 

dan siapa yang dikecualikan dari proses produksi makna. Dalam konteks ini, praktik 

wacana mengungkap relasi antaraktor dan distribusi otoritas dalam menentukan isi 

kebijakan. 

Pasal 11 Ayat (2) "Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk: a. sebagai instruktur atau 

guru tamu; b. literasi ke Satuan Pendidikan..." 

Masyarakat hanya diberi peran sebagai pelengkap dalam struktur pelaksanaan, 

bukan sebagai co-designer kebijakan. Tidak ada mekanisme partisipatif dari tokoh 

adat, komunitas penutur bahasa ibu, atau guru lokal dalam perumusan kurikulum. Ini 

menunjukkan bahwa kebijakan didesain secara top-down, dan produksi makna 

dimonopoli oleh institusi pemerintah, bukan oleh aktor komunitas. 
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Pasal 9 Ayat 2  Pembelajaran Muatan Lokal... dilaksanakan oleh guru mata pelajaran/guru 

kelas yang ada dengan mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi." 
 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa guru pengampu muatan lokal bisa berasal 

dari luar komunitas budaya yang dibahas, dan cukup diberi pelatihan teknis. Ini 

menandakan pengambilalihan otoritas budaya oleh aktor birokratis, bukan pewarisan 

dari komunitas asli. Praktik ini mengasingkan masyarakat lokal dari penguasaan 

terhadap narasi dan pengetahuan tentang dirinya sendiri. 

Tidak Ada Klausul Partisipasi Komunitas Adat dalam Perumusan Kurikulum 

Ketidakhadiran klausul ini memperlihatkan bahwa pembuat kebijakan tidak 

memberi ruang formal pada aktor komunitas sebagai ko-produsen kurikulum. Hal ini 

bertentangan dengan pendekatan pendidikan berbasis masyarakat. 

Pasal 7 Ayat 2  “...proses penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh satuan 

pendidikan bersama Dinas Pendidikan.” 

Tidak disebutkan bahwa masyarakat atau tokoh adat dilibatkan. Produksi 

wacana hanya dikontrol oleh lembaga formal, mengabaikan narasi lokal dari akar 

rumput. 

Praktik Sosial: Ideologi, Kekuasaan, dan Struktur Sosial 

Dimensi praktik sosial merupakan tingkat paling makro dari analisis, yang 

mengaitkan teks dengan kondisi ideologis dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. 

Fairclough menyatakan bahwa kebijakan mencerminkan dan sekaligus membentuk 

struktur sosial. Dalam konteks ini, ideologi nasionalisme, modernisme, dan 

sentralisme sering kali hadir dalam teks kebijakan pendidikan. 

Tidak Ada Pasal tentang Pendidikan Inklusif untuk SLB 

Meskipun Pergub ini mencakup pendidikan menengah dan khusus, tidak ada 

satu pun pasal yang membahas strategi atau diferensiasi untuk peserta didik 

berkebutuhan khusus dalam konteks muatan lokal. Ini mencerminkan pengabaian 

terhadap prinsip inklusivitas, yang seharusnya meliputi semua hambatan; termasuk 

bahasa, budaya, dan disabilitas. Dalam struktur sosial, ini menunjukkan dominasi 

pendekatan normatif mayoritas, serta pengabaian terhadap kelompok rentan. 

Pasal 6 Ayat 1  “Muatan Lokal merupakan bagian dari Kurikulum Operasional 
Satuan Pendidikan.” 

Penyebutan ini menempatkan muatan lokal sebagai tambahan, bukan pusat. 

Dalam praktik sosial, ini mengafirmasi bahwa budaya lokal hanya dianggap pelengkap 

sistem dominan nasional. 

Tidak Ada Frasa "Keadilan Pendidikan", "Keragaman Bahasa", atau 

"Multibahasa" 

Ketidakhadiran frasa-frasa tersebut menandakan pengabaian terhadap realitas 

sosial-linguistik masyarakat NTT yang sangat beragam. Kebijakan ini tidak memiliki 

kesadaran linguistik kritis. 
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SIMPULAN  

Dari ketiga dimensi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pergub NTT No. 25 Tahun 

2024 lebih merepresentasikan budaya lokal sebagai pelengkap simbolik, bukan 

sebagai struktur pengetahuan utama dalam pendidikan. Aktor lokal dikecualikan dari 

produksi wacana, sementara bahasa daerah tidak diberi posisi strategis. Ideologi yang 

mendasari kebijakan ini bersifat homogen, sentralistik, dan teknokratis, serta gagal 

mewakili konteks sosial-budaya wilayah 3T seperti NTT. Dalam konteks ini, 

penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan berbasis multibahasa, 

keadilan sosial, dan partisipasi komunitas. 
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